
BUPATI JOMBANG 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURANBUPATIJOMBANG 
NOMOR 54 TAHUN 2019 

TENTANG 

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JOMBANG, 
a. bahwa dalam rangka pengukuran, peningkatan kinerja dan 

meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten 
Jombang, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang; 

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a, perlu mengatur Penetapan Indikator Kinerja Utama 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dalam 
Peraturan Bupati; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana te1ah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

2: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 5063); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diu bah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 ten tang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pe1ayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4585); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pe1aporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 
Teknis Perjanjian Kinerja, Pe1aporan Kinerja dan Tata Cara 
Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang 
Tahun 2016 Nomor 8/D, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 8/D), sebagaimana 
te1ah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang 
Nomor 11 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
JombangTahun 2018 Nomor 11/D); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 
liE); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN 

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN JOMBANG. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang. 
3. Bupati adalah Bupati Jombang. 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Jombang. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penye1enggaraan 
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang 
te1ah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan 
anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. 
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7. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan 
oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung 
pencapaian sasaran strategis dan tujuan program dan 
kebijakan. 

8. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu 
program. 

9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan 
oleh satu atau beberapa satuan keIja sebagai bagian dari 
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri 
dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa 
personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk 
peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa 
atau ke semuajenis sumber daya tersebut sebagai masukan 
(input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk 
barang/jasa. 

10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah 
dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa 
kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang 
disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai 
dengan misi Perangkat Daerah. 

11.Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan 
dicapai dari kineIja program dan kegiatan yang telah 
direncanakan. 

12.Indikator Kinerja Program adalah ukuran atas hasil 
(outcome) dari suatu program yang merupakan pelaksanaan 
tugas pokok dan fungsi pemerintah daerah yang 
dilaksanakan oleh oleh Perangkat Daerah. 

13.Indikator Kinerja Kegiatan adalah ukuran atas ke1uaran 
(output) dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan 
Indikator Kinerja Program. 

14.Indikator Kinerja Utama yang se1anjutnya disingkat IKU 
adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai 
tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan 
kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. 

15. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara 
singkat dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun 
berdasarkan rencana keIja yang ditetapkan dalam rangka 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Be1anja Daerah 
(APBD). 

16. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada 
pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan 
program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. 

17. Sasaran/target adalah hasil yang diharapkan dari suatu 
program atau keluaran yang diharapkan dari suatu 
kegiatan. 

18. Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu 
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan 
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan 
yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam 
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan 
sasaran/target kinerja yang te1ah ditetapkan me1alui 
laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara 
periodik. 
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19. Kinerja Instansi Pemerintah adalah gambaran mengenai 
tingkat pencapaian sasaran ataupun t~uan instansi 
pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi 
instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat 
keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 
sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. 

20. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya 
membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan 
standar, rencana, atau target dengan menggunakan 
indikator kinerja yang telah ditetapkan. 

21. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan 
pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan 
atau program dengan menggunakan informasi: (1) hasil 
pengukuran kinerja, dan (2) Identifikasi, analisis serta 
antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk 
dapat diambil tindakan sedini mungkin. 

22. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan 
dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) 
tahunan. 

23. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara 
nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih 
spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari 
tujuan. 

24. Unit kerja Mandiri adalah unit organisasi di lingkungan 
instansi pemerintah yang memiliki dan menge10la sendiri 
sumber daya berupa sumber daya manusia, anggaran serta 
sarana dan prasarana yang ada di lingkungannya. 

BAB II 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 

Pasa12 

Tujuan penetapan IKU adalah : 
a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja 
secara baik; 

b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian 
suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang 
digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan 
akuntabilitas kinerja. 

Pasa13 

(1) Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati llll 

adalah: 
a. IKU Pemerintah Kabupaten; 
b. IKU Organisasi Perangkat Daerah. 

(2) Pemilihan dan penetapan IKU dengan mempertimbangkan 
hal-hal sebagai berikut: 
a. IKU Pemerintah Kabupaten dengan mempertimbangkan 

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD); 

b. IKU Organisasi 
mempertimbangkan 
(RENSTRA). 

Perangkat 
Dokumen 

Daerah 
Rencana 

dengan 
Strategis 



5 

BAB III 
PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Pasa14 
IKU Pemerintah Daerah digunakan untuk: 
a. Perencanaan jangka menengah; 
b. Perencanaan tahunan; 
c. Menyusun dokumen penetapan kinerja; 
d. Pe1aporan akuntabilitas kinerja; 
e. Evaluasi kinerja pemerintah daerah; dan 
f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan 

program dan kegiatan. 

PasalS 
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada setiap 
tingkatan organisasi harus dinyatakan dengan IKU. 

Pasa16 
(1) Pemerintah Kabupaten dan Organisasi Perangkat Daerah 

melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan 
memperhatikan capaian IKU untuk me1engkapi informasi 
yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan 
untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas 
kinerja. 

(2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan secara berkala dan sederhana dengan 
mene1iti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, 
hambatan maupun informasi lainnya. 

Pasa17 
(1) IKU Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(2) IKU Organisasi Perangkat Daerah Jombang sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BABIV 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasa18 
(1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati tn! 

dilakukan oleh Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah (SAKIP) Kabupaten Jombang me1alui 
Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang. 

(2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati tn! 

dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Jombang. 

BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa19 
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan 
Bupati Jombang Nomor 39 Tahun 2017 tentang Penetapan 
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 
Jombang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 




































































































































































































